LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2014 NOMOR SERI A NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23

Mengingat :

—

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan DPRD Kabupaten Samosir telah
melakukan Penyempurnaan dan Penyesuaian sesuai dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/990/KPTS/TAHUN2014 Tahun 2014
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
dan Rancangan Peraturan Bupati Samosir tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang.........
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor Tahun 2014 Nomor 244);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah...../
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir
Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;

Peraturan Bupati Samosir Nomor 13 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Samosir Tahun 2014 Nomor 14, Seri F Nomor 310) Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

DAN
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN SAMOSIR TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai
berikut:
1. Pendapatan Daerah ...........ccocvviveiiiiiie i Rp. 630.922.364.562,00
2. Belanja Daerah...........ccocoeviiiiiiniie e Rp. 660.281.112.562,00
Surplus / (Defisit).............ccccciiiiiiiiiiiieinn, (Rp. 29.358.748.000,00)
3. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan........ccccceevevnnvenniennsrnnreesseen e Rp. 60.000.000.000,00

2. Pengeluaran...........cccceeeieevnienninnn e e Rp. 30.641.252.000,00
Pembiayaan Netto...............ccccooevneiiivineennn. Rp. 29.358.748.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan = Rp. 00,00

Pasal 2 .....ccoceeuvevnnnns



Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 26.595.698.205,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 525.292.712.487,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 79.033.953.870,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 5.153.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 10.174.136.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah
Rp. 1.650.000.000,00
d. Lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp.
9.618.562.205,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 18.039.857.487,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 447.470.935.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 59.781.920.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sejumlah Rp. 1.250.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sejumlah Rp. 3.052.853.153,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 74.731.100.717,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 351.746.702.117,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 308.534.410.445,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 302.186.437.400,00
b. Belanja hibah sejumlah Rp. 12.465.600.000,00
c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2.850.000.000,00
d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
sejumlah Rp. 1.077.556.000,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 32.167.108.717,00
f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 20.941.745.450,00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 142.976.494.295,00
c. Belanja modal sejumlah Rp. 144.616.170.700,00

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 60.000.000.000,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 30.641.252.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp. 30.000.000.000,00

b. Penerimaan........ /



b. Penerimaan Kembali Investasi Jangka Pendek dalam rangka Manajemen

Kas sejumlah Rp. 30.000.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.
641.252.000,00

b. Investasi Jangka Pendek dalam rangka Manajemen Kas sejumlah
Rp. 30.000.000.000,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka,
Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Asset
Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah;

N o

Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 21 November 2014

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto

MANGINDAR SIMBOLON
Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 21 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

Ir. HATORANGAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19570622 198603 1005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2014 NOMOR SERI A NOMOR



